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ABSTRAK 

 Tanah merupakan bagian dari wilayah suatu negara yang memiliki fungsi 

yang sangat penting untuk suatu negara. Di Indonesia, tanah melalui pemerintah 

dapat diberikan hak kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk memiliki hak di 

atas tanah tersebut. Tidak jarang timbul permasalahan tanah dalam masyarakat yang 

akhirnya diselesaikan di pengadilan pegeri. Pengadilan negeri dalam menyelesaikan 

persoalan tersebut, akan memanggil para pihak yaitu penggugat dan tergugat. Tidak 

jarang dalam persidangan, tergugat tidak pernah datang dan berdasarkan ketentuan 

Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal149 ayat (1) RBg, gugatan akan diputus secara 

verstek. Dalam ketentuan tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan 

dilakukan pembuktian dalam hal tergugat tidak pernah hadir dan putusan hakim pada 

Pengadilan Negeri Padang pun ada yang menerapkan hal seperti itu. Tetapi dalam 

perkembangannya, terdapat putusan Pengadilan Negeri Padang yang menerapkan 

pembuktian dalam putusan verstek. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 

dalam tulisan ini adalah untuk melihat apa saja alat bukti yang digunakan oleh 

penggugat dalam putusan verstek serta apa pertimbangan bagi hakim dalam 

menerapkan pembuktian dalam putusan verstek. Untuk menjawab persoalan tersebut, 

penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan, 

bahwa alat bukti yang digunakan oleh pihak penggugat adalah termasuk jenis alat 

bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg. 

Kemudian pertimbangan hakim dalam menerapkan pembuktian dalam putusan 

verstek adalah agar hakim mendapatkan keyakinan akan kebenaran formil melalui 

alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Lebih lanjut penerapan pembuktian 

ini sebagai bentuk penerapan dari teori keadilan dan teori kemanfaatan. Untuk ke 

depannya, demi kepastian, maka sebaiknya Mahkamah Agung sebagai lembaga 

peradilan tertinggi, membuat aturan yang jelas mengenai perkara perdata yang 

tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan apakah harus dilakukan pembuktian 

atau tidak. Hal ini juga agar tidak membingungkan pihak penggugat yang menjalani 

proses persidangan.  
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